
LEMBARAN DAERAN KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 17 TAHUN 2006

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 17

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PASARGROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJEUNG,

LA. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki Daerah perlumelakukan pengaturan terhadap retribusi Pasar Grosir
dan atau Pertokoan:

bahwa Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang
diatur dalam Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 1909
sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat
ini, maka perlu diatur kembali :

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi PasarGrosir dan atau Pertokoan:

€.

D.



Mengingat

N
s

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi Suratera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia “Tahun 1956

. Nomor 25),
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684),
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tertang Pajak -Dacrah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2465, Tambahan Leribaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4048):
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1097 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

3

4.

. Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686):
Undang-Undang No 38 tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

6.

. . Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di PropinsiSumatera Barat ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 No 153 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4348),
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

.

1
. Pembentukan Peraturan Perundang- n
(Lembaran ' Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Numor 4389),
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan LembaranNeoara Renuhlik Indonesia Nomor 44381.

1

8.

2

N



10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahua 1983 Nomor $, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),M. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentangPerobahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II)
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/
Syunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990Nomor 50),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 TentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2091 Nomer 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4139 ),
13. Peraturan Dacrah Kabupaten Sawahlunto/SijunjungNemor 5 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai NegeriSipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SAWAHLUNTO/SJUNJUNG

dan

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSIPASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
»

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :!, Dacrah adalah Kabupaton Sawahlunto/Syjunjung :2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurPenyelenggara Pemerintahan Daerah ,



ta
)

10.

IL

12.

13.

14.

15.

16.

Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung ,
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan

peraturan
Perundang- undangan yang berlaku ,Badan adalah suatubentuk badan Usaha yang mcliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Milik Usaha Negara atau
Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,Firma, kongsi, koperasi, yayasan atan organisasi yang sejems, lembaga,dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya:Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan olehPemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena padadasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta :Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang,termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas jasapertokoan yang dikontrakan/ disediakan oleh Pemerintah Daerah ,
Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksijual behi secara iclang :
Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu denganyang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai denganlangit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan :
Gudang adalah bangunan di pasar yang beratap, berdinding dan langit-langityang digunakan untuk penyimpanan barang sementara atau tetap :Wajib Rctribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perataranperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi, memanfaatkan dan memperoleh unsur pelayanan :Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bataswaktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentudani Pemerintah Daerah :
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkatdengan SPJORD dan Wajib Retribusi adalah surat yang digunakan oleh
wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagat dasar perhitungan

4.

5.

6.

7

8

9.

dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang—perundangan retribusi Daerah:
Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah suatusurat Keputusan yang menentukan besarnya jurniah Retribusi yangterhutang,
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupabunga damatau denda,
Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang disingkatSKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlahretribusi yang telah ditetapkan:



17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkatSKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pedaretribusi yang terhutang atau tidak scharusnya terhutang,18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadapSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLByang diajukan oleh Wajib Retribusi,19 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkandan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasankepatuhan pemenuhan kewajiban setribusi Daerah berdasarkan peraturanPerundang—undangan Retnbus: Daerah,20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerahyang terjadi sertamenemukan tersangkanya ,

Le

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusisebaga: pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagaijenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitaspasar pertokoan yang dikontrakan/disediakan Pemerintah Daerah ,

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyedian fasilitas pasar, dan ataupertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:a. Pasar grosir berbagaijenis barang:b. Tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,c. Pertokoan,
8. Supermarket :

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasardan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta danPD Pasar:
Pasaf 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitaspasar dan atas nertaknan-



BAB HI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasai S

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi JasaUlonln-
Uusasia,

BAB IV
CARAMENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dau jangka waktupenggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan,

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusididasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimanakeuntunganyang pantasditerima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasisecara efisien dan berorientasi pada harga pasar:
Pasal 8

(1) Struktur'tarifdigolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios,kantin/rumah makan, gudang, los dengan jangka waktu pemakaian,(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaiiberikut : "
a. unsur biaya per-satuan penyediaan jasa :
b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.(3) Tarifsebagaimana dunaksud pada ayat (2) hurufa meliputi :

Lokasi
|

Jenis Bangunan Tarif (Rp)
Pertokoan a. Kios

- Permanen 2.509,-/M2fbulanb. Kantin/Rm Makan
Danar 1 AON MA Mi tIan



c. Gudang
- Permanen 2.800,-/M2/bulan

1

Pasar Ternak a Los |

4.000,-/Ekorb. Biaya Admmistrasi- Kartu Ternak 2.059, VEkor- Surat Kesehatan 4.000,-/EkorTernak
C. Tempat lelang ternak 2.500,-/Ekord. Kandang Tambat 2.500,-/Ekore Kandang Inap 5.000,-/ekor/hari£ Karcis Ternak Masukoo (KIM) 1.500,-/Ekor—

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat fasilitas pasar danatau pertokoan yang disediakan.

BAB VIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasai 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksudpasall 8 ayat (3) kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan.



BAR VIII
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah(SPdORD)
(2) SPJORD (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta

ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya,(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampasan SPdORD dan ataudokumen lain yang dipcrsamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI!

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkanSurat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR),(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukaa data baru dan atau datayang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlahretribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT,(3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBTsebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(ID) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,(2) Retribusi dipungut dengan mengguaakan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakandan SKRDKBT.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus:



(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) harisejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan denganSKRDKBT dan STRD, .(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur"dengan Peraturan Bupati ,

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yangmenyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidakatau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melaiui BadanUrusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN),(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasai 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati ataupejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT dan SKRDLB,
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertaialasan-alasan yang jelas,
(3) Dalam ha! Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapanretribusi tersebut:
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulansejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBTdan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapatmenunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehinggatidak dipertimbangkan,
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi danpelaksanaan penagihan retribusi.



Pasai 13

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SuratKeberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yangdiajukan,
(2 Keputusan Bupati atas kebcratan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menoiak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang,(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Bupati,
(2) Bupati daiam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diierimanyapermohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memberikan keputusan,
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud ayat (2) telah dilarapaui danBupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalianretribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangkawaktu 1 (satu) bulan,
(4) Apabila Wajib Retribusi mernpunyai hutang retribusi lainnya kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahutu hutang retribusi tersebut,(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palang lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB,
(S5). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setctahlewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bungasebesar 2 Yo (dua persen) sebulan atas keterlambatan pernbayaran ketebinanretribusi.

Pasal 20

(D) Permohonan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi diajukan secaratertulis kepada Bupati dengar sekurang-kurangnya menyebutkan :3. nama dan alamat Wapb Retribusi :
b. masa retribusi :



c. besarnya kelebihan pembayaran :
d. alasan yang singkat dan jelas .

(2) Perinohonan pengembatian kelebihan pembayaran retribusi disampaikansecara langsung atau melalui pos tercatat,
|

43) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati,

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan SuratPerintah Membayar Kelebihan Retribusi,
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutangretribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayarandilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan jugaberlaku sebagai bukti pembayaran.

BABXV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasat 22

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasanretribusi,
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pcmbebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampganWajib Retribusi,
(3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkandengan Peraturan Bupati.

BAR XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23 "

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurangrmembayar, dikcnakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 Yo (duapersen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar atau ditagihdenganmenggunakan STRD



BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana dibidang retribusi Daerah,

2D
Penyidik

sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan denga tindak pidana dibidang retribusi Daeraah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah,
Meminta keterangan dan barang bakti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah,
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dam dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah,
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut,
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah,
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau ternpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atan dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurufe,
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidangretribusi Daeratr:
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangkaatau saksr,
Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikbahwa tindak terdapat cukup buktr atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikmemberitahukan ha! tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau
keluarganya:
Melakukan tindakan lain yang pertx untuk ketancaran penyidikantipdak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan,

nb
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukandimulainya penyidikan dibawah koordinasi Pciri dan menyampaikan hasitpenyelidikannya kepada Penunntut Umum sesuai deugan ketentuan yangdiatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusiterhutang,
(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karenaKelalaiannya sehingga merugikag keuangan Daerah diancam hukumankurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kalijemlah retribusi terhutang,
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah KabupatenSawahlunto/Sijunjung Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir danatau Pertokoan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah iri sepanjangmengenar pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20Nopembner 2006

BUPATI SAWAHLUNTO/SJUNJUNG,
Dto

DARIUS APANDiundangkan di Muaro Sijunjungpada tanggai, 1 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,
Dto

Drs. AKRIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNGTAHUN 2006NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SDJUNJUNG

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG
RETRIBUSI PASARGROSIRDAN ATAU PERTOKOAN

PENJELASAN UMUM
L

Untuk meniagkatkan Pelaksanaan pembangunan daa pemberian
pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan ekonomi
di daerah diperlukan adanya penyediaan sumber-sumber pendapatan asfierah yang hasilnya memadar,

Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentangpajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66Yahun 2001 tentang Retribusi Daerah khususnya Pasa! 3 ayat (2) huruf btentang Pasar Grosir dan Pertokoan, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto / Sijunjung Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir danatau Pertokoan perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali.
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
.

Pasal 1

Cukup jelasPasal 2
Cakup jelasPasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cakup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jetas



Pasal 7

ukup jelasPasal 8

Cukup jelasPasal 9
"Cukup jelasPasal 10 |

Cukup jelasPasal 11

Cukup jelasPasal 12

Cukup jelasPasal 13

Cukup
Pasal 14

Cukup jelasPasal 15

Cukup jelasPasat 16

Cukup jelasPasal 17

Cukup jelasPasal 18
Cularp jelasPasal 19
Cukup jelasPasal 20
Cukup jelasPasal 21

Cukup jelasPasal 22
Cukup jelasPasal 23
Cukup jelasPasal 24
Cukup jelasPasal 25
Cukup jelasPasai 26
Cukup jelas



Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
|Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN” DAERAHSAWAHLUN TO/SIJUNJUNG NOMOR 17
KABUPATENN"


